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Abstrak    :   
 

- Peraturan ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang 

Analisis Jaatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah. 

 

 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : 

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri 

No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 120   

Tahun 2018; Permenpan RB No. 1 Tahun 2020; Permenpan RB No. 45 Tahun 2022; Pergub No. 26 

Tahun 2023. 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mengubah Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 Tentang 

Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah meliputi :  

1. Ketentuan Pasal 1; 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (5); 

3. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah; 

4. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah; 

5. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah dihapus. 

 

Catatan  : - 

- 

- 

 

PERGUB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2025. 

Lampiran 213 halaman. 

Peraturan ini mengubah atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Analisis Jabatan 

Dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah. 

 


